
 

 

 

 
 

     

 

PERATURAN BUPATI  BREBES 

      NOMOR      68     TAHUN   2017 

  TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BREBES, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 

Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016;  

 

 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang   Nomor 17 Tahun  2003    tentang     Keuangan     

Negara    ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47,  Tambahan   Lembaran   Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 4286); 



  

 

 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4400 ); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049);  

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 



  

 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan  Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4416)  sebagaimana telah 

diubah beberapa kali  terakhir  dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2007  tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan  

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578);   

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi  Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

5219); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 



  

 

 

21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1425); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Brebes Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Brebes Tahun 2014 Nomor 8); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4  Tahun 2016 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 4); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor  3 Tahun  2016 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2015 

(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 3 ); 

24. Peraturan Bupati Brebes Nomor 061 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita 

Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 41) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 056 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 

061 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Kabupaten Brebes; 

25. Peraturan Bupati Brebes Nomor 062 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah 

Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 42); 

26. Peraturan Bupati Brebes Nomor 065 Tahun  2015 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah 

Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor    ); 

27. Peraturan Bupati Brebes Nomor 061 Tahun  2016 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 



  

 

 

Daerah Kabupaten Brebes Tahun 

Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 

Nomor 40); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-

JAWABAN PELAKSANAAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH  KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2016. 

 

Pasal  1 

 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 terdiri atas : 

 

1.  Pendapatan   

 a. Pendapatan Asli Daerah Rp  339.156.063.168,30   

 b. Dana Perimbangan Rp1.747.009.661.841,00   

 

c. Lain-lain Pendapatan yang 

Sah Rp  486.168.869.620,00   

   Jumlah Pendapatan  

 

Rp2.572.334.594.629,30  

      

2.  Belanja    

 a. Belanja Tidak Langsung   

  1) Belanja Pegawai Rp 1.108.319.892.391,00  

  2) Belanja Bunga Rp                              -   

  3) Belanja Subsidi Rp                              -   

  4) Belanja Hibah Rp   81.274.092.900,00   

  5) Belanja Bantuan Sosial Rp   32.300.506.500,00   

  6) Belanja Bagi Hasil Rp     6.459.508.140,00   

  7) Belanja Bantuan   Rp 376.690.846.290,00   

  8) 

Keuangan 

Belanja Tidak Terduga  Rp     1.108.213.000,00   

     

 

Rp1.606.153.059.221,00  

      

 b. Belanja Langsung   



  

 

 

  1) Belanja Pegawai Rp  23.865.032.200,00   

  2) Belanja Barang & Jasa    Rp531.622.871.684,00   

  3) Belanja Modal Rp784.628.439.176,40   

     

 

Rp1.340.116.343.060,40  

   Jumlah Belanja  Rp2.946.269.402.281,40  

      

   Surplus / (Defisit )   Rp(373.934.807.652,10)  

 

 

3.  

 

 

Pembiayaan 

 

  

 a. Penerimaan  Rp 469.656.241.501,76   

 b. Pengeluaran  Rp     3.192.000.000,00   

   

Jumlah Pembiayaan 

Neto  

 

 

 Rp 466.464.241.501,76  

      

   

Sisa lebih pembiayaan  

anggaran tahun 

berkenaan   Rp   92.529.433.849,66  

 

Pasal 2 

 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati  ini. 

 

Pasal  3 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi 

anggaran. 

 

Pasal  4 

 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 

 



  

 

 

Pasal 5 

 

Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Brebes. 

 

 

         Ditetapkan  di   Brebes 

         pada tanggal          Juli 2017 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BUPATI  BREBES, 

IDZA PRIYANTI 


